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 ABSTRAK 
IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 
(Studi di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) 
 
 
 Kepemimpinan merupakan hal terpenting dalam suatu pemerintahan, 
termasuk dalam pemerintahan Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula dengan Desa Hajimena, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, mereka memerlukan 
pemerintahan yang baik sebagai ujung tombak untuk memajukan Desa tersebut. 
 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dianalisis oleh penulis yaitu bagaimana implementasi 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Desa 
Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, serta bagaimana 
pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa. 
 Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa pada Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan 
Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa. 
 Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini 
didapatkan terkait dengan implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa. 
 Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan pertama, pelaksanaan 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum 
sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Hajimena Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, pandangan Fiqh Siyasah terhadap 
pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah 
sesuai dengan Syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah 
memenuhi kewajibannya dengan memelihara agama, memelihara dan menjaga 
keamanan agar manusia dapat tentram, menegakkan hukum-hukum Allah, 
memerangi orang-orang yang menentang Islam, melaksanakan sendiri tugasnya 
untuk membina umat dan menjaga agama. 
  
 
 
 MOTTO 
 
 
َاهََُّأَٰٓ  ََ  ٍَ َِزَّنٱ  ْاىُعَُِطأ ْا َُٰٓىَُياَء َ َّللّٱ  ْاىُعَُِطأَو َلىُس َّشنٱ  ٍِنُْوأَو ِش أَي ألۡٱ  ُِو ُّدَُشف ٖء ٍأ َش ٍِف أُىت أعَض  ََُت ٌَِئف ۡۖ أىُكُِي
 ًَِنإ ِ َّللّٱ  َو ِلىُس َّشنٱ  ِت ٌَ ُىُِي أُؤت أُىتُُك ٌِإ ِ َّللّٱ  َو ِو أَىُ أنٱ   ِشِخَٰٓ ألۡٱ  َس أَحأَو ٞش ُأ َخ َِكن
 َر ٍُ  الًَِو أَأت٩٥  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Judul merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang 
dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu.
1 
Sebelum 
mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan 
dijelaskan pengertian judul guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan 
dalam memahami skripsi ini. 
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interprestasi 
dikalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis perlu 
mengemukakan pengertian judul sebagai berikut : 
IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Hajimena 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). 
1. Implementasi 
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah suatu Undang-
Undang yang membahas tentang Desa, khususnya dalam pembangunan Desa. 
 
                                                 
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. 
Gramedia PustakaUtama, 2008), h. 590. 
 3. Pasal 4 
Pasal 4 adalah suatu Pasal yang membahas tentang pengaturan Desa. 
4. Perspektif 
Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, 
dan lain-lain, bagaimana kita memandang satu masalah dengan satu kajian 
cukup mendasar dengan menggunakan satu kajian ilmu. 
5. Fiqh Siyasah 
Fiqh Siyasah adalah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2  
   
Jadi dengan demikian, maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang penerapan ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 
1. Dengan keluarnya Pasal 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, maka pelaksanaan Pemerintahan Desa mempunyai acuan hukum 
yang jelas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
bagaimana penerapan Undang-Undang tersebut di Desa Hajimena 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
                                                 
2
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cetakan Ke-1 
(Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 4. 
 2. Sesuai dengan jurusan yang ditekuni yaitu Siyasah. Siyasah adalah jurusan 
yang membahas tentang ilmu politik. 
 
C. Latar Belakang 
Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan 
paling bawah inilah Desa diharuskan mempunyai tata kepemerintahan yang 
tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan 
Desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan 
masyarakat Desa. Semua itu dikarenakan Desa merupakan wajah penyaluran 
semua data yang diperlukan dan dipergunakan oleh masyarakat, baik itu data dari 
Dusun yang terdapat di Desa itu sendiri, data dari Kecamatan, bahkan data dari 
Kabupatenpun Desa harus menyalin dan menyimpan rapih di dalam dokumen 
Desa. Maka dari itu sistem pemerintahan yang terdapat di suatu Desa haruslah 
sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan baik itu dalam 
bentuk dokumen maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). 
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan 
Pasal 1 ayat 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan 
Pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
 dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
3
 
Di dalam Pemerintahan Desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta 
perangkat-perangkat lain dibawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat 
setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, tujuan ditetapkannya 
pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut 
dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 
1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi 
seluruh rakyat indonesia; 
3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 
4) Mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab; 
6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
                                                 
3
 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 
Tentang Desa, Cetakan  ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2016), h.2-3. 
 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 
sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional; 
9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.4 
Dalam Islam pemimpin disebut dengan khalifah. Khalifah secara bahasa 
berasal dari kata bahasa Arab dari kata khalifah adalah wakil, pengganti atau duta. 
Sedangkan secara istilah khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat 
Allah SWT, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran 
syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, 
sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. 
Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan untuk mempengaruhi atau 
mengajak orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan 
adalah proses pemberian bimbingan dan contoh teladan, proses pemberian jalan 
yang mudah pada pekerjaan-pekerjaan yang terorganisasi guna mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Di mana terdapat kelompok manusia, jama’ah atau umat 
yang hidup bersama (bermasyarakat) disitu diperlukan adanya suatu bentuk 
kepemimpinan dan kepengurusan yang berfungsi mengurus dan mengatur 
kehidupan dan hubungan antar manusia. Dengan kata lain kalau disitu mutlak 
perlunya kepemimpinan atau kepengurusan maka tentulah dibutuhkannya adanya 
manusia pengurus dan pemimpin yang mengendalikannya. 
                                                 
4
 Ibid,  h. 70-72. 
 Setelah seseorang pemimpin telah terpilih dan dikukuhkan serta ditetapkan 
memimpin umat Islam, maka wajiblah umat Islam taat kepadanya selama ia taat 
kepada Allah dan Rasulnya, dan selama perintah-perintah itu sejalan dengan garis-
garis Al-Qur’an dan Sunnah. Firman Allah dalam Al-Qur’an: 
َاهََُّأَٰٓ  ََ  ٍَ َِزَّنٱ  ْاىُعَُِطأ ْا َُٰٓىَُياَء َ َّللّٱ  ْاىُعَُِطأَو َلىُس َّشنٱ  ٍِنُْوأَو ِش أَي ألۡٱ  ُِو ُّدَُشف ٖء ٍأ َش ٍِف أُىت أعَض  ََُت ٌَِئف ۡۖ أىُكُِي
 ًَِنإ ِ َّللّٱ  َو ِلىُس َّشنٱ  ِت ٌَ ُىُِي أُؤت أُىتُُك ٌِإ ِ َّللّٱ  َو ِو أَىُ أنٱ   ِشِخَٰٓ ألۡٱ  َِكن
 َر  َس أَحأَو ٞش ُأ َخ ٍُ  الًَِو أَأت٩٥  
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, 
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 
(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
(Q.S. An nisa ayat 59). 
 
Dengan diterbitkannya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam 
menjalankan pemerintahan di Desa, tentunya agar menjadi lebih baik dari 
pemerintahan sebelumnya. 
Masalahnya sekarang adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu 
diterapkan di tengah-tengah masyarakat? Apakah dalam praktek semua ketentuan-
ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik? Adakah kendala di lapangan? 
Semuanya itu memerlukan kajian tersendiri. Untuk itulah dalam kesempatan ini 
penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang 
berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Hajimena Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan)”. 
 
 
 D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa pada Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan ? 
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian: 
a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Desa Hajimena, Kecamatan 
Natar, Kabupaten Lampung Selatan ? 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah Desa dalam 
menjalankan pemerintahan di Desa, agar lebih baik dari sebelumnya. 
b. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah Desa dan masyarakat 
tentang pandangan Fiqh Siyasah berkaitan dengan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
 
 
 
 
 F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada 
responden.
5
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.
6 
Penelitian deskriptif atau deskripsi ini berusaha memberikan dengan 
sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.
7
 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung 
dikumpulkan dari lapangan.
8
 Data ini umumnya diperoleh dari hasil 
wawancara dengan aparat Desa atau perangkat Desa Hajimena 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan figur-figur tertentu 
yang ada di wilayah tersebut. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang 
telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
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 historis.
9
 Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu Undang-
Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 
2016 Tentang Desa dan buku pedoman penyelenggaraan 
pemerintahan Desa serta buku-buku pendukung lainnya yang 
berkaitan dengan skripsi. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. 
Berdasarkan penelitian diatas dapat dipahami bahwa populasi adalah 
keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.
10
 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Adapun cara dalam penentuan 
sampel, penulis menggunakan cara purposive sampling. Purposive 
Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu.
11
 Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah kepala 
Desa dan aparat Desa dan juga 2 orang warga Desa Hajimena. 
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 5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap 
keadaan atau perilaku objek sasaran.
12
 Observasi yang akan dilakukan 
terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 
Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah pada Desa Hajimena 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 
jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang 
dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang 
diwawancara. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus 
dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda 
dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan 
bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.
13
 
Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa beserta aparat-aparat 
Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
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 c. Studi Dokumentasi 
Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 
mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen atau arsip yang 
ada di lokasi penelitian.
14
 
6. Teknik Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan data (editing) adalah memeriksa ulang, kesesuaian 
dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut 
terkumpul. 
b. Penandaan data (coding) adalah pemberian tanda pada data yang 
diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata 
tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klasifikasi data 
menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data 
secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
15
 
c. Sistematisasi Data (sistematizing) adalah menempatkan data menurut 
kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
berdasarkan pokok masalah.
16
 
7. Metode Analisis Data 
Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian 
yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.
17
 dengan 
kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga 
                                                 
14
 Ibid, h. 112. 
15
 Muhammad Abdul, Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah 
(Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), h. 12. 
16
 Ibid, h.13. 
17
 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011), h. 104. 
 memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.
18
 Metode ini 
melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.
19
 
Pendekatan induktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil 
penelitian lapangan. Penulis juga menggunakan metode induktif yaitu 
menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, 
lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan 
yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.
20
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 BAB II 
PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN 
FIQH SIYASAH 
 
A. Pemerintahan Desa 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Pemerintahan Desa merupakan hal terpenting dalam suatu Desa. 
Pemerintahan Desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat Desa termasuk 
dalam hal pembangunan Desa. Dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk 
memajukan dan mensejahterakan warga Desa setempat. Seperti yang dijelaskan 
oleh pasal-pasal berikut ini : 
Pasal 1 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Pasal 23 : Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. 
Pasal 25 : Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa 
atau yang disebut dengan nama lain.
21
 
Menurut pasal diatas, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh 
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 Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat 
Desa. 
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa 
terdiri dari : 
1. Sekretaris Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa; 
2. Pelaksana kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional; 
3. Pelaksanaan teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.22 
Dalam Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa wajib untuk menyampaikan 
laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir 
tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota, Badan Permusyawaratan Desa, dan 
masyarakat Desa secara tertulis. Serta menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. 
Selain mempunyai tugas, Kepala Desa juga mempunyai larangan dalam 
menjalankan jabatannya, yaitu Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan 
umum, membuat keputusan yang menguntungan diri sendiri, melakukan tindakan 
diskriminatif terhadap masyarakat, melakukan korupsi, menjadi pengurus partai 
politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye pemilu kepala daerah, 
melanggar sumpah atau janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga 
puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas. 
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 Dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa, 
warga haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu : 
1. Warga Negara Republik Indonesia; 
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling 
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, 
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan 
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang; 
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
 11. Berbadan sehat; 
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
23
 
Calon Kepala Desa tersebut dipilih langsung oleh penduduk Desa yang sudah 
berumu 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan dilaksanakan 
secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota. Pemilihan tersebut 
haruslah bersifat jujur dan adil. 
Dalam menjalankan jabatannya, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 
(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 
3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 
Dalam masa jabatannya tersebut Kepala Desa dapat juga berhenti dari jabatannya. 
Berhentinya Kepala Desa disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena meninggal 
dunia, permintaan sendiri, ataupun diberhentikan. 
Kepala Desa dapa diberhentikan karena beberapa sebab yaitu karena berakhir 
masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, atau melanggar larangan sebagai 
Kepala Desa. Pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. 
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat Desa. 
Perangkat Desa itu sendiri terdiri dari sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan 
pelaksana teknis. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah 
dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota. Setiap warga 
Desa berhak untuk mencalonkan diri menjadi perangkat Desa, dengan syarat 
berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, 
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 berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dan 
bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. 
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perangkat Desa berhenti pada 
masa jabatannya, yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau 
diberhentikan. Pemberhentian perangkat Desa tersebut ditetapkan oleh Kepala 
Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota. 
Adapun sebab-sebab dari pemberhentian perangkat Desa dikarenakan usianya 
telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 
Selain Kepala Desa dan perangkat Desa, di dalam suatu Desapun terdapat 
Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan 
Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan 
sumpah atau janji dan paling banyak 3 (tiga) kali menjabat secara berturut-turut 
atau tidak secara berturut-turut. 
Dalam Pasal 58 menyebutkan bahwa : 
1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah 
gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, 
dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan 
Keuangan Desa. 
 2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota. 
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya 
bersumpah atau berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan 
dipandu oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
4. Susunan kata sumpah atau janji anggota Badan Permusyawaratan Desa 
sebagai berikut : 
“Demi Allah atau Tuhan, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa 
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan 
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar 
Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya 
yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.24 
Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah 
gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan 
memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. 
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) 
orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan 
Desa dipilih oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam 
rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus, dan rapat 
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 tersebut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota 
termuda. 
Dalam Pasal 71 menyebutkan bahwa : 
1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
25
 
Dalam Pasal 72 menyebutkan bahwa : 
1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber 
dari : 
a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; 
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten atau Kota; 
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
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 2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber 
dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 
merata dan berkeadilan. 
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. 
4. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling 
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan 
sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. 
6. Bagi Kabupaten atau Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan 
penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
26
 
Dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa : 
1.  Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang 
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah 
Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah; 
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 2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, 
tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
27
 
Sedangkan belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan 
prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, 
dan Pemerintahan. Belanja Desa tersebut merupakan semua pengeluaran dari 
rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Beberapa hal yang 
tergolong belanja Desa yaitu : 
a. Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 
dan belanja modal; 
b. Belanja yang tidak langsung yang terdiri dari atas belanja pegawai, belanja 
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan 
belanja tak terduga. 
Selain dari pendapatan dan belanja Desa, Desa juga mempunyai pembiayaan. 
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa 
terdiri atas : 
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 a. Penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran 
(SilPA) tahun sebelumnya, pencarian dana cadangan, hasil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. 
b. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dana cadangan, 
penyertaan modal Desa, dan pembayaran utang.
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Dalam Pasal 76 menyebutkan bahwa : 
1. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar 
hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 
pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset 
lainnya milik Desa. 
2. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : 
a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang 
sejenis; 
c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau 
kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
d. Hasil kerja sama Desa; dan 
e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
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 3. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang 
ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. 
4. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah 
Desa. 
5. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten atau Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah 
digunakan untuk fasilitas umum. 
6. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan 
ditatausahakan secara tertib.
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Setelah keuangan Desa diperiksa dan diserahkan laporannya kepada Bupati 
atau Walikota, aset Desapun harus diperiksa agar pemerintah Desa mengetahui 
sejauh mana Desa yang dikelola berkembang. Aset Desa dapat berupa tanah kas 
Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, 
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik 
Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa 
diantaranya : 
a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; 
c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau 
kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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 d. Hasil kerja sama Desa; dan 
e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Dalam Pasal 89 menyebutkan bahwa hasil BUM Desa dimanfaatkan untuk : 
a. Pengembangan usaha; dan 
b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan 
untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana 
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Dalam Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan Pemerintah Desa 
mendorong perkembangan BUM Desa dengan : 
a. Memberikan hibah dan atau akses permodalan; 
b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; 
c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.30 
Untuk mendapatkan pendapatan tambahan Desa, Desa dapat mendirikan 
Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa biasanya berupa usaha ekonomi, dan 
penghasilannyapun bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha tersebut atau 
dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan 
pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 
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 kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 
Dana awal untuk pembentukan BUM Desa itu sendiri bersumber dari 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau 
Kota, dan Pemerintah Desa dengan cara memberikan hibah dan atau akses 
permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, serta 
memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 
2. Kewenangan Pemerintahan Desa 
a. Pengertian Kewenangan 
Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki 
seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur dan menjalankan tugas di 
bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang 
dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang 
untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan 
kepadanya. 
Pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas, maka kewenangan dan 
pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintah berasal dari 
peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh 
menganggap bahwa ia memiliki wewenang pemerintah dan tidak boleh berbuat 
sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah 
menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan 
 wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu 
kewenangan, ada kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut 
digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, 
sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk 
menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara 
keseluruhan.
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Kewenangan pemerintah bersifat yang pertama terikat yang berarti 
kewenangan pemerintah yang bersifat terikat apabila peraturan dasarnya 
menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat 
digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari 
keputusan yang harus diambil, kedua fakultatif yang berarti wewenang yang 
bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usaha Negara yang 
bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih 
ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan yang ketiga yaitu bebas 
yang dimaksud dengan bebas adalah wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila 
peraturan dasarnya memberi kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi 
dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang 
lingkup kebebasan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan 
waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan yang 
menyangkut cacat isi, cacat wilayah dan cacat waktu. 
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 b. Macam-Macam Kewenangan 
Macam-macam kewenangan, yaitu : 
1. Atribusi  
Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 
undang-undang kepada organ pemerintahan. 
2. Delegasi  
Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya. 
3. Mandat  
Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan 
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.
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Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan, pemerintah daerah dapat 
memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. 
Setelah memperoleh kewenangan dari tiga sumber memperoleh kewenangan 
tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan 
tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan hanya dapat 
dilakukan oleh aparatur Negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri. 
Selain itu, perbuatan dari aparatur pemrintahan tersebut yang dilakukan sesuai 
kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat hukum di bidang hukum 
administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat. Hal 
ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan 
kewenangan aparatur pemerintahan, yaitu : 
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 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai 
penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa 
dan tanggung jawab sendiri. 
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan. 
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 
hukum di bidang hukum administrasi. 
4. Perbuatan yang berdangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 
kepentingan Negara dan rakyat.
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Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjelaskan fungsi 
pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan 
hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan 
tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah 
tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan 
hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi 
pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat 
sepihak dan tindakan banyak pihak. Peraturan bersama antar kabupaten atau 
antara kabupaten dengan provinsi adalah contoh dari tindakan yang hukum publik 
beberapa pihak, dan tindakan hukum publik sepihak berbentuk tindakan yang 
dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang menimbulkann suatu akibat 
hukum publik, misalnya saja pemberian izin oleh pemerintah kepada subyek 
hukum atau badan hukum yang memerlukannya. 
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 Untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum, pemerintah memerlukan 
instrumen pemerintah yang digunakan sebagai sarana-sarana untuk menjalankan 
tugas-tugas pemerintahan. Instrumen dari pemerintah terdiri dari bermacam-
macam bentuk, yaitu Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan Tata Usaha 
Negara, Peraturan Kebijakan, perizinan dan lainnya. Semua instrumen ini 
haruslah digunakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya agar pemerintah 
dapat mengatur kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan kemasyarakatan 
dengan baik dan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan 
yang baik. 
c. Kewenangan Desa 
Jika dilihat dari ciri-cirinya, Desa dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
1) Desa Swadaya (tradisional) 
Desa Swadaya adalah Desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola 
dengan sebaik-baiknya, dengan ciri : 
a) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya; 
b) Penduduknya jarang; 
c) Mata pencaharian bersifat agraris; 
d) Bersifat tertutup; 
e) Masyarakat memegang teguh adat; 
f) Teknologi masih rendah; 
g) Sarana dan prasarana sangat kurang; 
h) Hubungan antar manusia sangat erat; 
i) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. 
 2) Desa Swakarya (transisi) 
Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari Desa Swadaya menuju 
Desa Swasembada. Ciri-cirinya Desa Swakarya adalah : 
a) Adat istiadat sudah tidak mengikat penuh; 
b) Mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi; 
c) Tidak terisolasi lagi walau perekonomian rendah; 
d) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan 
prassarana lain; 
e) Jalur lalu lintas antara Desa dan Kota sudah agak lancar. 
3) Desa Swasembada (maju) 
Desa Swasembada adalah Desa yang masyarakatnya telah mampu 
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya 
sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri Desa Swasembada 
adalah : 
a) Kebanyakan berlokasi di ibukota Kecamatan; 
b) Penduduknya padat-padat; 
c) Tidak terikat dengan adat istiadat; 
d) Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari 
Desa lain. 
e) Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.
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 Pasal 7 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa: 
1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
atau Kota dapat melakukan penataan Desa. 
2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi 
tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan : 
a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 
d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan 
e. Meningkatkan daya saing Desa. 
4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Pembentukan; 
b. Penghapusan; 
c. Penggabungan; 
d. Perubahan status; dan 
e. Penetapan Desa.35 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
atau Kota dapat melakukan penataan Desa yaitu meliputi pembentukan, 
penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Penataan 
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 tersebut pun tidak semata-mata karena kepentingan pribadi, penataan tersebut 
haruslah berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, 
kepentingan masyarakat Desa, dan atau peraturan perundang-undangan. 
Dalam Pasal 8 ayat (3) pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memenuhi syarat: 
a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pembentukan; 
b. Jumlah penduduk, yaitu : 
1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua 
ratus) kepala keluarga; 
2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) 
kepala keluarga; 
3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 
(delapan ratus) kepala keluarga; 
4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga 
ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 
5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) 
jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 
6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 
(empat ratus) kepala keluarga;
36
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 7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 
(tiga ratus) kepala keluarga; 
8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 
1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; 
9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 
100 (seratus) kepala keluarga. 
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat 
sesuai dengan adat istiadat Desa; 
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber saya ekonomi pendukung; 
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah 
ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota; 
g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan 
h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi 
perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Setelah memenuhi syarat tersebut barulah suatu wilayah dapat disebut sebagai 
Desa. Desa memiliki kewenangan sendiri, kewenangan tersebut meliputi : 
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, terdiri atas : 
a) Sistem organisasi masyarakat adat; 
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 b) Pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d) Pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e) Pengembangan peran masyarakat Desa. 
2. Kewenangan lokal berskala Desa, terdiri atas : 
a) Pengelolaan tambatan perahu; 
b) Pengelolaan pasar Desa; 
c) Pengeloalaan tempat pemandian umum; 
d) Pengelolaan jaringan irigasi; 
e) Pengelolaan lingkungan permukiman; 
f) Pembinaan kesehatan masyarakat; 
g) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; 
h) Pengelolaan perpustakaan Desa; 
i) Pengelolaan embung Desa; 
j) Pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k) Pembuatan jalan Desa ke wilayah pertanian.38  
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. 
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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 d. Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan Desa 
1. Kewenangan dan atau Fungsi Kepala Desa 
Dalam Pasal 26 ayat (2) Kepala Desa melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: 
a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d) Menetapkan Peraturan Desa; 
e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f) Membina kehidupan masyarakat Desa; 
g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l) Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
 o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
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2. Kewenangan dan atau Fungsi Perangkat Desa 
Dalam Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: 
a) Sekretariat Desa; 
b) Pelaksana kewilayahan; dan 
c) Pelaksana teknis. 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu 
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
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3. Kewenangan dan atau Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
Dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
mempunyai fungsi: 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.42 
 
B. Prinsip Fiqh Siyasah 
1. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 
Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu 
pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh 
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 bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang 
dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa Arab fiqh yang ditulis dengan 
fiqih berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang 
bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat 
di dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah 
Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah 
ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an 
dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah 
dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil 
pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab 
fiqh disebut hukum fiqh.
43 
Dengan menganalisa definisi di atas dapat dirumuskan hakikat dari fiqh, 
yaitu: 
a. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah; 
b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu’iyah; 
c. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili; 
d. Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid 
atau faqih.
44
 
Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan 
masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan 
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 perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
45
 Adapun kemaslahatan 
tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib 
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah 
melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah, semangat ajaran, 
dalil-dalil kulli dan dalil qoth’I baik wurud maupun dalalahnya; 
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan 
penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa 
mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat; 
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan 
yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
46
 
Berdasarkan pengertian etimologi dan terminology di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara 
spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia 
pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan 
dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 
ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
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 menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. 
Dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. Pertama, 
siyasah syar’iyah yaitu  siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan 
norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh’iyah yaitu siyasah yang dihasilkan 
oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak 
memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar’iyah dan siyasah wadh’iyah 
hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang 
berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti ara’ahl basher atau 
yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al’urf (uruf), al’adah 
(adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda’al maurutsah (aturan-
aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari 
manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang. 
Setiap produk siyasah syar’iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian 
dengan siyasah wadh’iyah. Siyasah wadh’iyah sangat boleh jadi bertentangan 
dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih 
dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap 
siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami. Siyasah wadh’iyah biasa saja bernilai Islami 
atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar’iyah selama ia memenuhi enam 
macam kriteria sebagai berikut : 
a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat 
Islam; 
b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan 
pemerintahan; 
c. Tidak memberatkan masyarakat; 
 d. Untuk menegakkan keadilan; 
e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan; 
f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah. 
Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar’iyah dan siyasah 
wadh’iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah 
syar’iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagian dunia dan 
akhirat, sementara siyasah wadh’iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk 
menggapai kebahagiaan duniawi saja. 
Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta 
dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam 
kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah 
yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan 
yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah SWT melarang 
menciptakan suasana demikian. 
Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan 
didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.
47
 Dalam 
sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang 
memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai 
dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam yang 
menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip-
prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut 
menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas bumi ini. Kita 
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 sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah 
SWT akan selalu meridhai kita. Seperti ayat berikut ini : 
 ُجِنُىت  َم ُأ َّنٱ  ٍِف ِسَاهَُّنٱ  ُجِنُىتَو َسَاهَُّنٱ  ٍِف ِۡۖم ُأ َّنٱ  ُجِش أُختَو ٍَّ َح أنٱ  ٍَ ِي ِتُِّ ًَ أنٱ  ُجِش أُختَو َتُِّ ًَ أنٱ  ٍَ ِي ٍِّۡۖ َح أنٱ 
 ٖباَسِح ِش ُأ َِغت ُءَٰٓاََشت ٍَي ُقُص أَشتَو٧٢  
Artinya : “Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Engkau 
berikan kekuasaan kepada barang siapa yang engkau kehendaki, dan Engkau 
cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan 
barang siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. 
Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.”48 
 
Selain ayat diatas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa Allah akan 
memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang memperbanyak amal 
sholeh di dunia. 
 َذَعَو  ُ َّللّٱ  ٍَ َِزَّنٱ  ْاُىه ًِ َعَو أىُكُِي ْاُىَُياَء ِت  َِحه  َّصنٱ  ٍِف أُىهََُِّفه أَخت أَسَُن ِض أَس ألۡٱ  ا ًَ َك ََفه أَخت أسٱ  ٍَ َِزَّنٱ  ٍِي
 ُُىَهَُِد أُىَهن ٍَّ َُ ِّك ًَ ُ َنَو أىِهِه أَثقٌِزَّنٱ   ً ََضت أسٱ  أَيأ أىِهِف أىَخ ِذ أَعت ٍۢ ِّي ُىهََُّن ِّذَُث َنَو أُىَهن ٌَ ىُكِش أُشَ َلَ ٍَُِ وُُذث أَعَ  ا ُٗ
 ُأ َش ٍِتٗ ُُىم َِكك
َٰٓ  َنُْوَأف َِكن  َر َذ أَعت ََشفَك ٍَيَو  ا ٌَ ُىقِس  َف أنٱ ٩٩  
Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah 
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan 
Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 
ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada 
mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) 
kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
49
 
 
Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, 
jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap 
harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat 
yang satu. Di tengah keberagamaan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin 
yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin 
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 tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti ayat Al-Qur’an 
berikut: 
 َاهََُّأَٰٓ  ََ۞ ٍَ َِزَّنٱ  ِت ٍَ ُِي  ََّىق ْاُىَىُك ْاُىَُياَء ِظ أِسق أنٱ  َِوأ أىُكُِسفََأ َٰٓ  ً َهَع أَىنَو ِ َِّللّ َءَٰٓاََذهُش ٍِ َأ َذِن  َى أنٱ  َو  ٍَ ُِتَش أَق ألۡٱ  ٌِإ
 َف اٗشَُِقف أَوأ ااَُُِّغ ٍأ َُكَ ُ َّللّٱ  ْاىُعِثََّتت ََلًف ۡۖا ًَ ِهِت  ً َن أَوأ َٰٓ  يََىه أنٱ  ُنِذ أَعت ٌَأ 
 
ْاى  ُى أَهت ٌِإَو ْا َۥٰٓ  ٌَّ ِ َئف ْاىُضِش أُعت أَوأ َ َّللّٱ 
 اٗشُِثَخ ٌَ ُىه ًَ أَعت ا ًَ ِت ٌَ اَك٥٣٩  
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”50 
 
Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dalam 
suatu memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT yang terdapat 
dalam surat berikut :  
ا ًَ َِثف  ٍَ ِّي ٖة ًَ أحَس ِ َّللّٱ  َظُِهَغ ا
اَّظف َتُُك أَىنَو ۡۖ أُىَهن َتُِن ِة أَهق أنٱ َلَ ْاى َُّضفَ  َف َِۡۖكن أىَح ٍأ ِي ُف أعٱ  أُىه ُأ َع
 َو أِشف أَغت أسٱ  ٍِف أُىم أسِواَشَو أُىَهن ِۡۖش أَي ألۡٱ  ًَهَع أمَّكََىَتف َت أيَضَع اَِرَئف  ِ َّللّٱ  ٌَّ ِإ َ َّللّٱ  ُّةُِحَ ِّكََىت ًُ أنٱ ٍَ ُِه٥٩٥  
Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakal kepada-Nya.”51 
 
Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial 
pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem 
dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak 
umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat 
dan zaman mereka.
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2. Obyek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah 
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 Setiap ilmu pastinya mempunyai obyek dan bidang bahasannya, begitu pula 
dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun 
bagian dari ilmu fikih. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah 
dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan 
pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan 
dengan siyasah syar’iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh 
berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya. Kajian fiqh 
sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang fiqh siyasah. 
Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas 
tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam. 
Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek fiqh siyasah adalah 
membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus 
Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan 
kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy 
menyatakan, obyek-obyek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan “pekerjaan 
mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian 
pentadbiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus 
dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari’ah 
amah yang tetap. 
Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek 
bahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-
undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan 
kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan 
 kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan 
kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
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3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah 
Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki 
tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip 
pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, 
tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip 
pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara 
pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin 
dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorensiasi pada terwujudnya 
kemaslahatan warganya baik secara fisik matrial maupun secara mental spiritual 
(kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan 
kemaslahatan itu, syara’ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu :  
a. Semua yang mengandung madlarat harus dijauhi atau di hilangkan. 
b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula 
prinsip-prinsip : 
1. Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh 
madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya. 
2. Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh ditempuh dengan 
madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain. 
c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar 
mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan. 
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 d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan 
kesulitan hidup dihilangkan.
54
 
Menurut al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan 
sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar 
untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui 
penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat 
dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam 
Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. 
Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu 
orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan 
sebagai kepala Negara menurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, 
yaitu : 
1. Adil dengan segala persyaratannya; 
2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan 
kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan; 
3. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat 
digunakan sebagaimana mestinya; 
4. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat 
mengganggu geraknya; 
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan; 
6. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan 
negara dan memerangi musuh; 
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 7. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.55 
Setelah semuanya terpenuhi, barulah seseorang bisa mencalonkan ataupun 
dicalonkan untuk menjadi kepala Negara. Namun menjadi kepala Negara tidaklah 
mudah, harus memenuhi segala kewajibannya. Menurut Al-Mawardi kewajiban-
kewajiban imam tersebut adalah :  
1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang 
telah disepakati oleh umat salaf; 
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan 
menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum; 
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan 
tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman 
tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya; 
4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum 
dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan; 
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani 
menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang 
mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu’ahid); 
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan 
baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi; 
7. Memungut zakat dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas 
dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu; 
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 8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak 
menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada 
waktunya; 
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam 
menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara 
kepada mereka; 
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat 
dan menjaga agama.
56
 
Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin haruslah memiliki sikap adil 
kepada semua warga, tanpa membedakan ras, suku ataupun agama. Adil dalam 
segala hal, misalnya adil yang pemberian beras raskin kepada orang-orang miskin. 
Dari sikap adil itulah akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan antar warga 
khususnya persaudaraan antar muslim. Setiap warga berhak menerima suatu 
persamaan, bukan berarti orang kaya mendapatkan perlakuan yang istimewa 
sedangkan orang miskin diperlakukan sewenang-wenang.
57 
Selain itu, pemimpin haruslah memilik prinsip tolong-menolong dan 
membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah dan membela 
rakyat yang keadaan ekonominya lebih mampu agar terciptanya perdamaian tanpa 
adanya peperangan antar umat manusia. Seorang pemimpin haruslah bisa 
menegakkan hak-hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milik 
pribadi dan hak mencari nafkah, serta hak mengeluarkan pendapat di muka umum. 
Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau menetapkan seorang pejabat dalam 
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 melaksanakan suatu urusan, pemimpin haruslah melihat apakah orang tersebut 
bisa dipercaya atau tidak, jika orang tersebut bisa dipercaya barulah bisa diberi 
tanggungjawab untuk menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu urusan.
58
 
Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka menerapkan 
beberapa prinsip konstitusional, yaitu : 
a. Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat atau 
sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syari’at Islam. Manusia di hadapan 
syari’at Allah adalah sama, tidak ada pengistimewaan untuk seseorang, 
siapapun dia; 
b. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh nash-nash Al-Qur’an dan hadits-
hadits Nabi yang shahih sebagai kewajiban keIslaman atas para penguasa dan 
rakyat; 
c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban 
keIslaman; 
d. Prinsip kejujuran, bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap 
amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang antara pemerintah 
atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud 
makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan tercipta saling tolong-
menolong antar keduanya; 
e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban 
menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam maksiat; 
f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil; 
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 g. Prinsip wajib jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan salah satu 
sifat yang hanya khusus di miliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur 
dalam keimanannya; 
h. Prinsip menjauhi sikap kufur. Umat-umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat 
Allah banyak yang melakukan sikap kufur, tidak menekuni semua 
perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Membawa mereka kepada 
ketakutan dan kelaparan.
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BAB III 
IMPLEMENTASI PASAL 4 UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 
PADA DESA HAJIMENA 
 
A. Keadaan Umum Desa Hajimena 
1. Sejarah dan Asal Usul Desa Hajimena 
Secara etimologis, Hajimena sebenarnya berasal dari kata Aji, yang berarti 
ini dan Mena yang berarti duluan (dalam Bahasa Lampung). Kalau diartikan 
secara harfiah berarti penduduk yang bermukim di wilayah ini pertama kali 
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 (terlebih dahulu dari pendatang lainnya), Yaitu Buay Sebiay yang asal mulanya 
berasal dari daerah pagaruyung. 
Pada abad ke-17, nenek moyang masyarakat Ajimena ini melakukan 
migrasi kembali ke daerah Lampung Tengah, Tepatnya di kampung Gunung Aji. 
Tidak lama kemudian mereka pindah kembali ke daerah Tegineneng yang 
sekarang masuk wilayah Kabupaten Pesawaran. Tepatnya di Kampung Rulung 
Helok yang dibuktikan dengan bukti sejarah berupa tempat pemandian para 
leluhur masyarakat Ajimena yang disebut Way Hilian. Sampai pada akhirnya 
Ajimena menempati wilayah sekarang, Pada abad ke-18 dikarenakan penyusuran 
mereka kehulu sungai menyusuri Way Kandis. 
Adapun perubahan nama kampung dari Ajimena menjadi Hajimena tidak 
diketahui kepastian waktu (diperkirakan abad ke-19) serta alasan perubahan nama 
tersebut.  
Adapun Buay Sebiay sebagai masyarakat asli Hajimena pada awalnya 
terdiri dari enam punyimbang (kerabat atau saudara) yaitu : 
1. Minak Bandar / M. Yusuf (Sesepuh Kampung) 
2. Batin Dulu 
3. Minak Raja Niti 
4. Suttan Ratu / Hi. Abdur Rahman 
5. Pesiwa Batin / Abdul Karim 
6. Raja Usuh 
Sejak tahun 1862, Kampung Ajimena telah memiliki Kepala Kampung 
yaitu Ambung Purba sebagai Kepala kampung pertama. Hal ini dibuktikan dengan 
 sebuah peninggalan sejarah berupa stampel kuningan yang bertuliskan Kampung 
Ajimena tahun 1862 dengan tulisan Aksara Lampung. Dan semenjak tahun 1979 
kepala kampung berubah menjadi Kepala Desa.
60 
2. Visi dan Misi 
Desa Hajimena memiliki visi tersendiri yaitu menjadi Desa termaju dalam 
bidang pembangunan di segala bidang di Kecamatan Natar. Adapun misi dari 
Desa Hajimena yaitu : 
1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada; 
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan 
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif; 
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa 
Hajimena yang aman, tentram dan damai; 
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
5. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa meningkatkan tarap 
hidup masyarakat yang berdaya guna dan dapat diandalkan; 
6. Bersama masyarakat menggalakkan kegotong royongan didalam 
segala hal.
61
 
3. Keadaan Geografis 
Semenjak kepemimpinan Kepala Desa tahun 2008 sampai dengan 
sekarang yang dipimpin oleh Bapak Rais sangatlah menunjukkan perkembangan 
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 Desa yang sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Misalnya dalam hal gotong 
royong. Sebelum adanya kepemimpinan Bapak Rais dalam Pemerintahan Desa 
ini, masyarakat Desa Hajimena kurang memperdulikan dengan Kemajuan Desa, 
melainkan hanya mementingkan diri masing-masing terutama dalam hal 
kebersihan Desa. Ketika Pemerintahan Desa dipimpin oleh Bapak Rais mulailah 
diberlakukan kembali terkait dengan gotong royong sesama warga yang rutin 
dilakukan setiap hari minggu agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan 
bersih.
62 
Namun ada beberapa hal yang masih harus ditangani oleh pihak 
Pemerintahan Desa, diantaranya dalam hal pembangunan jalan. Sebenarnya jalan 
aspal di Desa Hajimena sudah diperbaiki pada tahun 2016 tetapi hanya dibeberapa 
dusun dan masih ada jalan tanah di beberapa dusun yang belum diperbaiki begitu 
pula sama halnya dengan drainase yang sudah ada di beberapa dusun saja dan 
masih ada beberapa dusun yang belum mempunyai drainase, tetapi sedikit demi 
sedikit mulai diperbaiki.
63 
Bukan hanya permasalahan di atas saja yang menjadi sorotan masyarakat 
luar, tetapi ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah 
Desa untuk menjadikan Desa sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan. 
Permasalahan tersebut diantaranya : 
1. Bidang Partisipasi Masyarakat 
2. Bidang Pemerintahan  
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 3. Bidang Sosial Budaya 
4. Bidang Ekonomi 
5. Bidang Sarana Prasarana Fisik 
6. Bidang Kesehatan 
7. Bidang Kelembagaan 
8. Bidang Kamtibmas 
9. Bidang Lingkungan Hidup 
10. Bidang Pertanian 
11. Bidang Hukum 
12. Bidang Home Industri (Perindustrian dan Perdagangan) 
13. Bidang Pertanahan.64 
 
4.  Keadaan Demografis  
Desa Hajimena berbatasan dengan sebelah utara Desa Pemanggilan, 
sebelah selatan Kelurahan Raja Basa – Bandar Lampung, sebelah barat Desa 
Kurungan Nyawa – Pesawaran, sebelah timur Desa Sidosari. Desa Hajimena 
mempunyai luas wilayah sebesar 750Ha. Desa ini berjarak ±13 KM dari kampus 
UIN Raden Intan Lampung dan dapat ditempuh selama ±30 menit dengan 
menggunakan sepeda motor. Desa Hajimena mempunyai jumlah penduduk 14.884 
jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.507 jiwa, jumlah penduduk 
perempuan sebanyak 7.377 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.814 KK. 
Mata pencaharian warganya sangatlah beragam, terdiri dari PNS, petani, buruh 
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 harian, sampai dengan berdagang. Namun pada umumnya warga tersebut bermata 
pencaharian sebagai PNS dan pedagang.
65
 
 
B. Mekanisme Kinerja Pemerintahan Desa 
Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, 
begitu juga di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
Badan Permusyawartan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat 
masyarakat Desa dalam setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum 
dijadikan keputusan Desa. Selain mempunyai tugas, Badan Permusyawaratan 
Desa memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menetapkan peraturan Desa bersama 
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 
Selatan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 
(satu) orang wakil ketu, 1 (satu) orang sekretaris, dan 6 (enam) orang anggota. 
Badan Permusyawaratan Desa tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang. Masa 
jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali 
untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Anggota BPD dapat diberhentikan secara 
paksa, dan pemberhentian tersebut bisa dilakukan apabila mendapatkan 
persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD.
 
Kepala Desa merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan Desa. 
Karna Kepala Desa memiliki peran tersendiri. Syarat untuk menjadi Kepala Desa 
diantaranya penduduk desa setempat dan sudah bertempat tinggal di Desa tersebut 
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 selama 2 tahun berturut-turut, pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau 
Sederajat, umur minimal 25tahun, dan belum pernah menjabat selama 10 tahun 
sebagai kepala Desa. Kepala Desa juga dapat diberhentikan sementara. 
Pemberhentian sementara tersebut bisa dilakukan apabila Kepala Desa dituduh 
melanggar larangan yang telah diberlakukan. Namun ketika pengadilan tingkat 
pertama telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Kepala Desa 
melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Desa dapat melakukan banding. 
Banding tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun sejak putusan 
pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD 
mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.
66 
Selain Kepala Desa, Pemerintahan Desa juga di isi oleh Sekretaris Desa, 
Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan. Sekretaris 
Desa merupakan warga Desa itu sendiri dan memiliki kriteria tersendiri, diantara 
berpendidikan paling rendah SMU atau Sederajat, serta memahami kemampuan di 
bidang administrasi perkantoran. Sedangkan Kepala Urusan berpendidikan 
serendah-rendahnya berijazah SLTP atau sederajat dan berumur sekurang-
kurangnya 20tahun. Jika warga desa ingin menjabat sebagai Kepala Dusun, warga 
desa haruslah memenuhi beberapa persyaratan yaitu sekurang-kurangnya 
berijazah Sekolah Dasar atau Sederajat dan sekurang-kurangnya berumur 20tahun. 
Berbeda halnya dengan Kepala Seksi Teknis Lapangan. Kepala Seksi Teknis 
Lapangan haruslah sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau Sederajat, sekurang-
kurangnya berumur 20tahun dan telah lulus seleksi penjaringan Kepala Seksi 
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 Teknis Lapangan. Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis 
Lapangan di angkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.  
Dalam Pemerintahan Desa, bukan hanya aparat Desa saja yang berperan 
untuk mengatur Desa. Desa juga haruslah memiliki APBD. APBD adalah 
anggaran pendapatan dan belanja Desa yang merupakan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Setiap penerimaan dan 
pengeluaran keuangan Desa harus dicatat kedalam buku administrasi keuangan 
Desa dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa. Pengelolaan keuangan 
Desa dilakukan oleh bendaharawan Desa dan apabila didalam laporan keuangan 
tersebut terjadi penyimpangan, maka kepala Desa yang harus mengganti seluruh 
kerugian.
67 
Dari sekian banyak aparat Desa yang mempunyai tugas masing-masing, 
tentu saja aparat Desa tersebut tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu 
mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Desa Hajimena Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya menjalankan amanah dari Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam perihal 
pelayanan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat desa untuk 
kesejahteraan bersama, meningkatkan ketahan sosial budaya masyarakat desa, 
memajukan perekoniam masyarakat desa, memperkuat masyarakat desa sebagai 
subjek pembangunan. 
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 Desa Hajimena belum sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang 
diamanahkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Meskipun demikian, secara umum pemerintahan Desa telah berjalan baik dan 
memenuhi ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Adapun hal-
hal yang sudah dilaksanakan oleh Desa Hajimena terkait dengan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : 
1. Desa Hajimena telah diberi pengakuan dan penghormatan atas 
keberagaman adat istiadat dan budaya masyarakat tetapi dengan tetap 
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
2. Pemerintahan Desa Hajimena melakukan musyawarah dalam proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa 
melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
68
 
3. Pemerintahan Desa Hajimena ikut serta dalam membantu dan membina 
masyarakat dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala 
bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan 
kemasyarakatan serta ikut mengawasi dalam pelaksanaan hukum adat dan 
istiadat di dalam Desa Hajimena.
69
 
4. Pemerintahan Desa Hajimena melakukan kegiatan pembangunan drainase 
di Dusun III Kampung Taman Sari yang tujuannya sudah tercapai sesuai 
dengan keinginan masyarakat Kampung Taman Sari dan juga masyarakat 
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 memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan 
pemerintahan di Desa Hajimena.
70
 
Adapun beberapa hal yang belum terlaksana adalah : 
1. Di dalam bidang partisipasi masyarakat terdapat masalah yakni tingkat 
pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang. Kemudian masih 
rendahnya rasa kepedulian masyarakat dalam kegiatan sosial dan juga rasa 
memiliki Desa masih rendah. 
2. Masalah di bidang pemerintahan pada desa hajimena yakni terbatasnya 
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemerintahan, lalu terdapat 
juga pelaku-pelaku pemerintahan yang belum secara jelas mengetahui 
tugas pokok dan fungsinya, dan pelayanan masyarakat yang masih bersifat 
sentralistik. Selain itu juga terdapat masalah pada sistem pemerintahan di 
tingkat paling bawah (RT) yang belum dapat berjalan secara optimal dan 
juga buku administrasi yang belum di manfaatkan secara optimal. Terkait 
permasalahan di atas di karenakan Undang-Undang yang terbilang masih 
baru sehingga belum sepenuhnya di terapkan. 
3. Permasalahan di bidang sosial budaya yang terdapat di Desa Hajimena 
adalah pembangunan Non-Fisik atau Moral yang masih terabaikan dan 
belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa. 
4. Masalah yang terdapat di bidang ekonomi ini yaitu belum adanya 
pengembangan terhadap potensi ekonomi desa, selanjutnya belum adanya 
pemasukan dana dari pihak ke tiga. Masalah selanjutnya yang juga timbul 
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 di Desa Hajimena dalam bidang ekonomi adalah terbatasnya dana untuk 
modal dan belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat desa. 
5. Permasalahan yang terdapat di bidang sarana prasarana fisik pada desa 
hajimena masih rendah akan tingkat kesadaran masyarakat dalam 
berswadaya dan pemeliharaan lingkungan. Kemudian, dalam hal 
pembangunan sarana dan prasarana fisik, terdapat masalah tidak 
meratanya pembangunan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. 
Selain itu, pembangunan masih dilakukan tidak berdasarkan prioritas dan 
hanya berdasarkan keinginan. Selanjutnya masalah dalam bidang ini 
adalah keterbatasan dana pembangunan desa yang di kelola desa.
71
 
Dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Hajimena 
merupakan Desa Swakarya (transisi) yaitu peralihan atau transisi yang sudah 
mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi walaupun jalur lalu lintas antara 
desa dan kota belum terlalu lancar. 
Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengaturan 
Desa yaitu karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Hajimena dalam 
bersosialisasi antar masyarakat. Sedangkan sumber daya manusia yang terdapat di 
Desa Hajimena sudah cukup memadai dan sudah cukup mendukung untuk 
kemajuan Desa tersebut.
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BAB IV 
ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 UU 
NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA DESA HAJIMENA 
 
A. Implementasi Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Desa 
Hajimena  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, pelaksanaan Pasal 4 Undang-
Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sangatlah berpengaruh besar terhadap 
Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun 
pemerintahan di Desa Hajimena belumlah sepenuhnya memenuhi amanah yang 
tertera didalam Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang 
menjelaskan tentang  pengaturan Desa yaitu : 
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia; 
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa; 
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efesien dan efektif, 
terbuka serta bertanggung jawab; 
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
7. Meningkatkan ketahan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan 
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian 
dari ketahanan nasional; 
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional; dan 
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 
Terhambatnya pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 
tentang Desa pada Desa Hajimena secara umum permasalahan tersebut dapat 
dijabarkan sebagai berikut : 
1. Di dalam bidang partisipasi masyarakat terdapat masalah yakni tingkat 
pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang. Kemudian masih 
rendahnya rasa kepedulian masyarakat dalam kegiatan sosial dan juga rasa 
memiliki Desa masih rendah. 
 2. Masalah di bidang pemerintahan pada desa hajimena yakni terbatasnya 
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemerintahan, lalu terdapat 
juga pelaku-pelaku pemerintahan yang belum secara jelas mengetahui 
tugas pokok dan fungsinya, dan pelayanan masyarakat yang masih bersifat 
sentralistik. Selain itu juga terdapat masalah pada sistem pemerintahan di 
tingkat paling bawah (RT) yang belum dapat berjalan secara optimal dan 
juga buku administrasi yang belum di manfaatkan secara optimal. Terkait 
permasalahan di atas di karenakan Undang-Undang yang terbilang masih 
baru sehingga belum sepenuhnya di terapkan. 
3. Permasalahan di bidang sosial budaya yang terdapat di Desa Hajimena 
adalah pembangunan Non-Fisik atau Moral yang masih terabaikan dan 
belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa. 
4. Masalah yang terdapat di bidang ekonomi ini yaitu belum adanya 
pengembangan terhadap potensi ekonomi desa, selanjutnya belum adanya 
pemasukan dana dari pihak ke tiga. Masalah selanjutnya yang juga timbul 
di Desa Hajimena dalam bidang ekonomi adalah terbatasnya dana untuk 
modal dan belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat desa. 
5. Permasalahan yang terdapat di bidang sarana prasarana fisik pada desa 
hajimena masih rendah akan tingkat kesadaran masyarakat dalam 
berswadaya dan pemeliharaan lingkungan. Kemudian, dalam hal 
pembangunan sarana dan prasarana fisik, terdapat masalah tidak 
meratanya pembangunan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. 
Selain itu, pembangunan masih dilakukan tidak berdasarkan prioritas dan 
 hanya berdasarkan keinginan. Selanjutnya masalah dalam bidang ini 
adalah keterbatasan dana pembangunan desa yang di kelola desa. 
Meskipun demikian, Desa Hajimena sudah merupakan Desa Swakarya atau 
merupakan Desa Transisi dimana Desa yang dahulunya merupakan Desa yang 
kental akan tradisi menuju Desa yang maju. Berikut beberapa pelaksanaan Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Hajimena diantaranya yaitu : 
1. Desa Hajimena telah diberi pengakuan dan penghormatan atas 
keberagamannya adat istiadat dan budaya masyarakat tetapi dengan tetap 
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
2. Pemerintahan Desa Hajimena melakukan musyawarah dalam proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa 
melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. 
3. Pemerintahan Desa Hajimena ikut serta dalam membantu dan membina 
masyarakat dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala 
bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan 
kemasyarakatan serta ikut mengawasi dalam pelaksanaan hukum adat dan 
istiadat dalam Desa Hajimena. 
4. Pemerintahan Desa Hajimena melakukan kegiatan pembangunan drainase 
di Dusun III Kampung Taman Sari yang tujuannya sudah tercapai sesuai 
dengan keinginan masyarakat dan juga masyarakat memperoleh informasi 
yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan pemerintahan di Desa 
Hajimena. 
  
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Pemerintahan Desa merupakan hal terpenting dalam suatu desa untuk 
mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa yang bertujuan untuk memajukan 
dan mensejahterakan warga desa setempat. Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan 
Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang disebut kepala desa  dan 
dibantu oleh perangkat desa. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan 
cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan  agar menjadi kuat, maju, mandiri 
dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam 
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera.  
Semua yang diamanahkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014  tentang Desa sudah sesuai dengan syari’at Islam dimana Pemerintahan Desa 
Hajimena secara umum telah mengemban tugasnya dengan senantiasa 
berorensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material 
maupun secara mental spiritual. Selain itu, Pemerintahan Desa Hajimena juga 
memiliki sikap adil kepada semua warganya tanpa membedakan ras dan suku 
ataupun agama, dari sikap adil inilah terciptanya rasa persatuan dan persaudaraan 
 antar warga khususnya persaudaraan antar muslim di Desa Hajimena Kecamatan 
Natar Kabupaten Lampung Selatan. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Mawardi 
seorang pemimpin haruslah memenuhi kewajibannya dengan memelihara agama, 
mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, memelihara 
dan menjaga keamanan, menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga tapal batas 
dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang, memerangi 
orang-orang yang menentang Islam, memungut zakat dan sedekah-sedekah sesuai 
dengan syara’, mentetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang 
yang berhak menerimanya, menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan 
jujur didalam menyelesaikan tugas, melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang 
langsung didalam membina umat dan menjaga agama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Hajimena 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sesuai dengan Syariat Islam 
yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah memenuhi 
kewajibannya dengan memelihara agama, memelihara dan menjaga 
keamanan agar manusia dapat tentram, menegakkan hukum-hukum Allah, 
memerangi orang-orang yang menentang Islam, melaksanakan sendiri 
tugasnya untuk membina umat dan menjaga agama. 
 
B. Saran  
 Ditujukan kepada Pemerintahan Desa Hajimena agar lebih memperhatikan 
masyarakat Desa terkait dengan pelayanannya, agar terciptanya Desa yang maju 
dan sejahtera. 
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